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PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM 
PEMBUATAN AKTA RUPS YANG DILAKSANAKAN 

MELALUI TELEKONFERENSI

Oleh:
I Nyoman Agus Trisnadiasa1

Abstract
Development of Internet technology makes it easy for businesses to do 
any business activities like buying and selling, even holding meetings via 
teleconferencing media. The Act-No. 40 in 2007 allows RUPS agreement based 
media teleconference. On the one handthisphenomen on be overlapping when 
referring in the regulations of notary, in which the parties are required to be 
physically present in front of  Notary. Given these problems, it can be formulated 
several problems including; First, Substance RUPS how that can be done via 
teleconference?; and Second, How is the legal protection of the parties in the 
RUPS agreement held via teleconference?; This research method using the kind 
of normative study. Technical approach of legislation and legal concept analysis 
approach using law books related to the problems.

Keywords: Legal Protection, RUPS agreement, and Teleconferencing

Abstrak
Perkembangan teknolog� �nternet member�kan kemudahan bag� para peb�sn�s 
melalukan set�ap keg�atan b�sn�s sepert� jual bel�, bahkan mengadakan 
rapatmelalu� med�a telekonferens�.UU PT memungk�nkan pembuatan akta 
RUPS d�buat berdasarkan med�a telekonferens�.D� satu s�s� fenomena �n� 
menjad� tumpah t�nd�h j�ka mengacu pada peraturan jabatan Notar�s, d� mana 
para pihak diwajibkan untuk  hadir secara fisik dihadapan pejabat umum 
pembuat akta dalam hal pembuatan akta perjanj�an. Meng�ngat problemat�ka 
tersebut, maka dapat d�rumuskan beberapa masalah d�antaranya; 1) Substans� 
RUPS baga�mana yang dapat d�lakukan melalu� telekonferens�?;2) Baga�mana 
perl�ndungan hukum para p�hak dalam pembuatan akta RUPS yang d�laksanakan 
melalu� telekonferens�?; Metode penel�t�an �n� mempergunakan jen�s penel�t�an 
normat�f.Tekn�k pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan 
anal�s�s konsep hukum dengan menggunakan l�teratur – l�teratur hukum yang 
terka�t dengan permasalahan.

Kata Kunc�: Akta RUPS, Perl�ndungan Hukum, dan Telekonferens�

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknolog� 
berbas�s med�a �nternet, k�n� bukan 

lag� hal yang baru d� era global�sas�. 
D� era global�sas�, �nternet bahkan 
telah d�gunakan oleh berbaga� 
kalangan pelajar, �nstans�, karyawan, 

1 Mahas�swa Mag�ster Ilmu Hukum Un�vers�tas Udayana, Denpasar, Bal�, Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 
445 Denpasar, Bal�, e-ma�l : tr�sna_secret89@yahoo.com
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bahkan d�kalangan  peb�sn�s. 
Med�a  komun�kas� maya �n� mampu 
menghubungkan kalangan masyarakat 
secara mudah, cepat, dan tanpa 
mengenal batas w�layah negara.

Penggunaan teknolog� 
�nformas� med�a �nternet dalam sektor 
b�sn�s ekonom� telah melah�rkan 
dampak yang signifikan terhadap 
perkembangan hukum d� Indones�a 
khususnya d� b�dang Cyber Notary. 
Cyber Notary merupakan konsep 
pemanfaatan telekomun�kas� dun�a 
maya untuk membuat akta otent�k 
oleh notar�s dalam melaksanakan 
tugas profes�nya sepert�,tandatangan 
akta elektr�k, d�g�tal�sas� dokumen, 
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) secara telekonferens�. 
Adanya Cyber Notary menuntut 
profes� notar�s t�dak hanya menguasa� 
�lmunya d� b�dang kenotar�atan namun 
juga fas�h menguasa� teknolog� dalam 
penerapan Cyber Notary.

Cyber Notary d�bentuk untuk 
mempermudah para p�hak bertransaks� 
l�ntas w�layah, seh�ngga t�dak ada 
masalah, apab�la salah satu para p�hak 
t�dak datang, berdasarkan konsep 
Cyber Notary member�kan manfaat 
efes�en terhadap para p�hak. M�salnya, 
pemegang saham sedang berada d� 
Austral�a, C�na ataupun Pranc�s, 
dapat melaksanakan RUPS dengan 
menggunakan med�a telekonferens� 
secara bersama – sama dengan para 
pemegang saham la�nnya, d�saks�kan 
langsung oleh Notar�s d� Indones�a. 
Kehadiran fisik dari para pemegang 
saham d�mungk�nkan untuk t�dak 

had�r namun dapat d�anggap meng�kut� 
RUPS dan hak suaranya tetap d�h�tung 
dalam quorum kehad�ran. Dem�k�an 
pula pada saat penanda-tanganan akta 
RUPS para pemegang saham yang 
keberadaannya di luar kehadiran fisik 
RUPS tersebut dapat menanda-tangan� 
dokumen rapat secara elektron�k.

Ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (selanjutnya d�sebut UUPT), 
pengaturan mengena� pengadaan 
RUPS secara telekonferens� dapat 
d�selenggarakan melalu� v�deo 
konferens�, med�a telekonferens�, atau 
sarana med�a elektron�k la�nnya yang 
memungk�nkan semua peserta RUPS 
sal�ng menyaks�kan dan mendengar 
secara langsung serta berpart�s�pas� 
dalam agenda rapat.

Kebutuhan ekonom� 
akanketepatan dan kecepatan pada 
zaman era global�sas� menjad� 
urgens� yang harus d�perhat�kan. 
Namun hal �n�, t�dak sertamerta 
mengh�langkan s�fat otent�k dar� 
akta notar�s.   Konsep Cyber Notary  
mas�h   terjad� permasalahan dalam 
pelaksanaannya. Persoalan normatif 
kewaj�ban pembuat akta perjanj�an 
yang mengharuskan hadir secara fisik 
dan menandatangan� akta perjanj�an 
d�hadapan penghadap dan saks� 
yang pada �nt�nya d�atur berdasarkan 
penjelasan ketentuan Pasal 16 ayat 
(1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 
perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 
Jabatan Notar�s (selanjutnya d�sebut 
UU JN) menyebabkan adanya norma 
hukum yang tumpang t�nd�h dalam 
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pelaksanaan Cyber Notary terka�t 
dengan penyelenggaraan RUPS yang 
d�atur dalam ketentuan Pasal 76, 77, 
78,  UUPT. Sela�n adanya persoalan 
kontrad�kt�f secara normat�f d�atas, 
adanya kekosongan hukum berka�tan 
dengan pelaksanaan substans� RUPS 
yang yang dapat d�lakukan secara 
telekonferens�. Ketentuan Pasal 78 
ayat (1) UUPT yang menyatakan 
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham 
terd�r� atas RUPS tahunan dan RUPS 
la�nnya.Ist�lah “RUPS la�nnya” dalam 
prakt�k d�sebut sebaga� RUPS luar 
b�asa. Penjelasan Pasal 78 juga t�dak 
menjelaskan secara spesifik substansi 
RUPS sepert� apa yang dapat d�lakukan 
secara telekonferens�. 

Berdasarkan ura�an pemaparan 
latar belakang d�atas, penul�s menar�k 
top�k judul penel�t�an “Perlindungan 
Hukum Para Pihak Dalam 
Pembuatan Akta RUPS Melalui 
Telekonferensi”

1.2. Perumusan Masalah.
Adapun rumusan masalah yang 

dapat penul�s ber�kan terka�t dengan 
penel�t�an �n� :
1. Substans� RUPS baga�mana 

yang dapat d�lakukan melalu� 
telekonferens� ?

2. Baga�mana perl�ndungan hukum 
para p�hak dalam pembuatan 
akta RUPS yang d�laksanakan 
melalu� telekonferens�? 

1.3. Tujuan Penelitian
a. Tujuan umum 

Tujuan penul�s yakn� mengem-
bangkan khasanah �lmu hukum terka�t 
dengan perkembangan telekomun�kas� 
yang semak�n pesat.
b. Tujuan Khusus
 Adapun tujuan penul�s yakn� 

terfokus mendeskr�ps�kan dan 
anal�s�s secara komprehens�f 
tentang substans� RUPS 
yang dapat d�lakukan melalu� 
telekonferens� dalam penerapan 
Cyber Notary.

 Untuk mengetahu� perl�ndungan 
hukum para p�hak dalam 
pembuatan akta RUPS 
yang d�laksanakan melalu� 
telekonferens�

II. METODE PENELITIAN
Penel�t�an merupakan suatu 

keg�atan yang menghas�lkan, 
mengembangkan dan menguj� 
kelayakan suatu pengetahuan yang 
d�lakukan secara berpola dengan s�stem 
metodelog� dan s�stemat�s. D�satu s�s� 
yang d�maksud dengan metodelog� 
yakn� penggunaan metode-metode 
yang s�fatnya �lm�ah, sedangkan 
penel�t�an yang s�fatnyas�stemat�s 
yakn� sesua� dengan arahan pedoman/
aturan penel�t�an yang berlaku untuk 
karya �lm�ah.2 Penel�t�an karya �lm�ah 
�n� bag�an dar� penel�t�an hukum 
normat�f. Penel�t�an �n� menggunakan 
tekn�s pendekatan peraturan 
perundang-undangan dan pendekatan 

2 Sutr�snoHad�, 2002, Metodelogi Research, 
SinarGrafika, Jakarta, hlm. 4.
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anal�s�s konsep hukum.3 Penel�t�an�n� 
menel�t� berbaga� pengaturan hukum 
yang memfokuskan tema sentral 
suatu penel�t�an. Penel�t�harus 
mel�hat hukum sebaga� s�stem 
tertutup yang mempunya� s�fat-s�fat 
sepert� comprehensive, all-inclussive, 
systematic.4 Sedangkan Pendekatan 
anal�s�s konsep hukum adalah 
anal�s�s berbaga� bahan hukum untuk 
mengetahu� makna yang terkandung 
oleh �st�lah–�st�lah yang d�gunakan 
dalam aturan perundang-undangan 
secara konseps�onal. Terdapat 2 
tekn�k dalam melakukan  pendekatan 
konseptual: Pertama, sang penul�s 
berusaha memperoleh makna baru 
yang terkandung dalam aturan hukum 
yang bersangkutan. Kedua, menguj� 
�st�lah–�st�lah hukum tersebut dalam 
prakt�k melalu� anal�s�s terhadap 
putusan pengad�lan.5

L�teratur hukum yang 
d�pergunakan sepert� l�teratur pr�mer 
yakn� UU PT, dan UUJN beserta 
l�teratur hukum sekunder sepert� buku, 
jurnal, karya tul�s atau pandangan 
ahl� terka�t dengan khasanah hukum 
yang juga termuat dalam med�a 
masa, l�teratur hukum ters�er berupa 
�nternet.

Pada tekn�k pengumpulan 
bahan hukum d�laksanakan dengan 
menel�t� berbaga� sumber bahan 
hukum yang ada ka�tan dengan mater� 

d�bahas penel�t�, selanjutnya akan 
d�anal�s�s secara deskr�pt�f anal�s�s.6  

Pada tahap penel�t�an anal�s�s bahan 
hukum �n� menggunakan tekn�k 
deskr�ps� dan tekn�k penemuan 
hukum (Rechtsvinding) ada t�ga yakn� 
analog�, Argumentum a contrario, 
Rechtsverfijning atau penghalusan 
hukum.7

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis Substansi RUPS 

Yang Dilaksanakan Secara 
Telekonferensi
Berkembangnya teknolog� 

�nfor-mas� dan telekomun�kas� melalu� 
�nternet belakangan �n� menyebabkan 
banyak transaks� yang d�lakukan secara 
elektron�k dengan menggunakan data 
d�g�tal sebaga� penggant� kertas. Sama 
dengan transaks� pada umumnya yang 
menggunakan kertas, dokumen untuk 
bertransaks� beserta d�tandatangan� 
oleh dan/atau untuk dan atas nama 
p�hak yang melakukan transaks� 
dengan tujuan bahwa dokumen 
tersebut benar-benar berasal dar� 
dan telah d�setuju� oleh orang yang 
membubuhkan tandatangan tersebut. 
Dokumen elektron�k nant�nya pun 
akan d�tandatangan� secara elektron�k. 
Digital signature merupakan alat 
untuk mengidentifikasikan suatu pesan 
yang d�ber�kan. Digital signature 
d�butuhkan untuk:

6 H. Za�nudd�n Al�, op.cit, hlm. 107
7 I Dewa Gede Atmadja,  2009,  Pengantar 

Penalaran  dan Argumentasi Hukum  (Legal 
Reasoning And Legal Argumentation) An 
Introdutcion, Bal� Aga, Denpasar, hlm. 48
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8 Peter Mahmud Marzuk�, 2008, Pengantar 
Ilmu Hukum, Kencana Pranada Med�a Group, 
Jakarta, hlm.158

1. Menentukan �dent�tass� 
peng�r�m;

2. Memast�kan t�dak ada perubahan  
�s� pesan pada saat proses 
transm�s�;

3. Member�kan kepast�an kepada 
peng�r�m agar t�dak ada 
penyangkal d�kemud�an har�.
Pelaksanaan Cyber Notary 

dalam RUPS secara telekonferens� 
dengan d�berlakukannya UUPT 
mas�h terdapat persoalan hukum 
dalam pelaksanaannya yakn� 
adanya kekosongan hukum terka�t 
dengan substans� RUPS yang dapat 
d�laksanakan secara telekonferens�.
Ketentuan UU PT pada Pasal 78 ayat 
(1) menyatakan bahwa Rapat Umum 
Pemegang Saham terd�r� atas RUPS 
tahunan dan RUPS la�nnya. Ist�lah 
“RUPS la�nnya” dalam prakt�k d�sebut 
sebaga� RUPS luarb�asa.Penjelasan 
Pasal 78 juga t�dak menjelaskan 
secara spesifik substansi RUPS seperti 
apa yang dapat d�lakukan secara 
telekonferens� dan baga�mana ak�bat 
hukumnya apab�la substans� tersebut 
men�mbulkan kerug�an bag� p�hak ke 
ket�ga. Adanya kekosongan hukum 
dalam hal substans� RUPS yang 
dapat d�lakukan secara telekonferens� 
tentunya akan berdampak pada 
kepast�an hukum.

Pengert�an Teor� Kepast�an 
hukum mengura�kan 2 (dua) art�, 
Pertama adanya norma – norma umum 
yang membuat set�ap orang mengetahu� 
perbuatan yang t�dak d�perbolehkan 
atau d�perbolehkan, Kedua adanya 
perl�ndungan hukum bag� �nd�v�du dar� 

kesewenang-wenangan pemer�ntah. 
Kepast�an hukum t�dak hanya berupa 
peraturan konkr�t mela�nkan juga 
adanya kons�stens� putusan hak�m 
terdahulu dengan putusan hak�m yang 
berlaku saat �n�.8

Berdasarkan teor� kepast�an 
hukum dalam ka�tannya dengan 
jen�s substans� RUPS yang dapat 
d�laksanakan secara telekonferens� UU 
PT hendaknya member�kan batasan 
yang tegas tentang substans� RUPS 
yang dapat d�laksanakan melalu� 
telekonferens�. Dengan adanya 
penjelasan yang tegas tentang substans� 
RUPS yang dapat d�laksanakan secara 
telekonferens� member�kan �nd�v�du 
pengetahuantentang pelaksanaan 
perbuatanserta member�kan keamanan 
bag� para p�hak dar� kesewenangan 
pemer�ntah.

Akta yang d�buat oleh notar�s 
merupakan akta yang bers�fat 
t�ndakan otent�kba�k d�l�hat ataupun 
d�saks�kan oleh notar�s send�r� d�dalam 
menjalankan jabatannya. Sebaga� 
contohnya adalah Akta ber�ta acara 
rapat sebuah PT, termasuk acara rapat 
secara Telekonferens�

Berdasarkan golongan akta yang 
d�buat oleh notar�s, terdapat dua jen�s, 
yakn� (1) akta relaas atau ber�ta acara, 
(2) Akta P�hak atau Akta Part�j.
1. Akta Relaas dalam pembu-

atannya karakter�st�knya adalah 
d�ura�kan sebaga� ber�kut, ya�tu: 
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 a. Sehubungan dengan 
notar�s sebaga� pejabat 
umum, notar�s bertugas 
untuk memuat keterangan-
keterangan yang d�saks�kan 
berdasarkan semua yang 
d�alam� dand�l�hatnya suatu 
perbuatan dar� para p�hak 
dalam pembuatan akta;

 b. Apab�la para p�hak t�dak 
menandatangan� akta, 
keasl�an akta t�dak akan 
h�lang;

 c. T�dak dapat d�gugat, kecual� 
�s� akta tersebut palsu.

2. Akta Part�j dalam pembuatan 
karakter�st�knya d�ura�kan 
sebaga� ber�kut : 

 a. Memuat keterangan para 
p�hak

 b. Kewaj�ban adanya tanda 
tangan para p�hak 

 c. Muatan �s� dalam akta dapat 
d�gugat.

Perm�ntaan kedua golongan 
akta d�atas, akan d�proses oleh 
Notar�s apab�la para p�hak/penghadap 
memohon untuk d�buatkan perjanj�an 
yang mem�kat berupa akta.

Akta Relaas merupakan akta 
d�buat berdasarkan perm�ntaan para 
p�hak yang d�catat dan d�tul�s oleh 
Notar�s berka�tan dengan t�ndakan 
hukum ataupun t�ndakan la�nnya, 
kemud�an d�tuangkan dalam bentuk 
perjanj�an otent�k (akta Notar�s).9 

Per�hal Notar�s mencatat atau 

menul�skan semua ketentuan per�st�wa 
hukum dan/atau bukan per�st�wa 
hukum yang d�saks�kan dan d�dengar 
send�r� secara langsung atas perm�ntaan 
kehendak  para p�hak merupakan 
akta otent�k yang menjelaskan 
suatu t�ndakan yang d�lakukan atau 
suatu per�st�wa yang d�saks�kan dan 
d�dengarkan oleh Notar�s 

Berdasarkan jen�s-jen�s 
akta tersebut, maka akta RUPS 
Telekonferens� termasuk dalam jen�s 
akta relaas dan berdasarkan ketentuan 
akta relaas, maka keterangan Notar�s 
dalam bentuk akta RUPS yang d�buat 
secara telekonferens� dapat d�past�kan 
keabsahannya walaupun para p�hak 
t�dak membubuhkan tandatangannya 
pada akta tetap� Notar�s yang membuat 
ber�ta acaranya menjad� sebuah 
akta otent�k dan mem�l�k� kekuatan 
pembukt�an yang sempurna.

Akta Relaas memuat ura�an 
per�st�wa yang d�saks�kan dan 
d�l�hatoleh Notar�s send�r� (melalu� 
med�a video call) atas perm�ntaan 
para p�hak yang bersangkutan dan 
d�tul�skandalam bentuk akta Notar�s.10 

Hal �n� berbeda dengan Pernyataan 
Keputusan Rapat (PKR merupakan 
Part�j Akta) seh�ngga akta tersebut 
d�buat d�hadapan Notar�s, dan 
memerlukan tandatangan para p�hak 
untuk menuangkannya kedalam akta. 
(b�asanya d�kuasakan kepada salah 
seorang peserta RUPS).

10 Hab�b Adj�e, 2009, Meneropong Khazanah 
Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan 
Tulisan tentang Notaris dan PPAT), C�tra 
Ad�tya Bakt�, Bandung, (Selanjutnya d�sebut 
Hab�b Adj�e II) hlm. 33.
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RUPS yang menggunakan 
telekonferens� adalah RUPS yang 
pada umumnya d�had�r� oleh Notar�s, 
seh�ngga dalam pelaksanaannya yang 
membuat Akta Ber�ta Acara adalah 
Notar�s, seh�ngga tanda tangan para 
p�hak t�dak waj�b d�sertakan. Dalam 
ka�tannya dengan akta Relaas, yang 
bertanggung jawab atas d�terb�tkannya 
akta tersebut adalah Notar�s pembuat 
akta tersebut, seh�ngga syarat 
utamanya Notar�s yang bersangkutan 
harus menghad�r� RUPS dengan 
telekonferens� tersebut, �a menyaks�kan 
jalannya rapat, dan menuangkan 
jalannya rapat tersebut dalam sebuah 
Akta yang d�kenal dengan ber�ta acara 
RUPS.

Set�ap kemajuan �lmu 
pengetahuan dan teknolog� 
memungk�nkan d�buatnya akta 
elektronis. Ditinjau dari aspek efisiensi, 
transaks� pern�agaan elektron�k 
yang menggunakan akta elektron�s 
akan dapat mengurang� b�aya secara 
substans�al bag� para p�hak.

RUPS Telekonferens� adalah sah 
dengan akta elektron�k atau berupa 
akta relaas tetap� harus memenuh� 
persyaratan sah sebuah RUPS ya�tu: 
1. Kedudukan tempat Perseroan. 
2. Pemangg�lan para pemegang 

saham secara tertul�s 
3. Pemangg�lan RUPS pal�ng 

lambat 14 (empat belas) har� 
sebelum tanggal RUPS d�adakan 
dengan t�dak memperh�tungkan 
tanggal pangg�lan dan tanggal 
RUPS d�adakan. 

4. Pemangg�lan RUPS  t�dak  

d�perlukan dalam hal semua 
pemegang saham had�r dan 
semua menyetuju� agenda rapat 
dan keputusan d�setuju� dengan 
suara bulat. 

5. D�rektur Utama mem�mp�n 
RUPS. 

6. Apab�la  D�rektur Utama 
berhalangan had�r dalam RUPS 
d�p�mp�n oleh salah satu anggota 
D�reks�. 

7. Apab�la semua D�rektur  
berhalangan had�r dan/atau t�dak 
perlu d�bukt�kan kepada p�hak 
ket�ga, RUPS d�p�mp�n oleh 
salah seorang anggota Dewan 
Kom�sar�s. 

8. Apab�la semua anggota Dewan 
Kom�sar�s berhalangan dan/atau 
t�dak perlu d�bukt�kan kepada 
p�hak ket�ga, RUPS d�p�mp�n 
oleh seorang yang d�p�l�h oleh 
dan d� antara mereka yang had�r 
dalam RUPS.
Namun perlu d�perhat�kan 

d�s�n�adalah bahwa Notar�s harus 
waj�b menyaks�kan send�r� jalannya 
RUPS secara telekonferens� tersebut, 
bukan dengan membuat Pernyataan 
Keputusan Rapat (PKR) atau Ber�ta 
Acara RUPS berdasarkan RUPS 
d�bawah tangan dengan tandatangan 
yang d�scan. Selama t�dak ada 
suatu program software yang dapat 
meng�ntegras�kan aud�o, v�sual dan 
dokumen yang dapat d�tandatangan� 
secara elektron�k, maka sebelum 
d�buatkan Akta Pernyataan Keputusan 
RUPS harus d�bukt�kan leb�h dahulu 
bahwa apa yang d�b�carakan dalam 
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rapat adalah benar-benar sama dengan 
yang tercantum dalam Notulen Rapat.

3.2. Perlindungan Hukum Para 
Pihak Dalam Pembuatan Akta 
RUPS yang Dilaksanakan 
Melalui Telekonferensi
RUPS d�selenggarakan dengan 

mel�batkan berbaga� p�hak yang 
d�antaranya mel�put� Organ Perseroan 
dan Notar�s. Sehubungan dengan 
hal tersebut, maka wajar apab�la 
perl�ndungan hukum bag� para p�hak 
tersebut juga menjad� fokus perhat�an.

D�mens� perl�ndungan terhadap 
�nd�v�du set�ap orang salah satunya 
berbentuk perl�ndungan hukum.
Hukum mempunya� fungs� mel�ndung� 
hakekat dan martabat �nd�v�du set�ap 
orang.Adanya perl�ndungan hukum 
terhadap warga Indones�a d�atur 
dalam ketentuan peraturan hukum 
tert�ngg� yakn� Undang-undang 
Dasar NRI 1945 (UUD NRI 1945), 
seh�ngga set�ap produk peraturan 
yang d�buat oleh pemer�ntah waj�b 
member�kan perl�ndungan hukum.
Menurut pendapat Sat�pto Rahardjo, 
perl�ndungan hukum adalah segala 
upaya untuk mel�ndung� kepent�ngan 
subyek hukum dengan cara 
mengalokas�kan suatu kekuasaan 
kepadanya untuk melaksanakan 
kepent�ngannya tersebut.11

Selanjutnya, Ph�l�pus M. Hadjo 
member�kan pandangan bahwa makna 
perl�ndungan hukum merupakan 

t�ndakan mel�ndung� subyek hukum 
dengan pranata-pranata hukum.12

Munculnya perl�ndungan hukum 
yang d�ber�kan oleh negara terhadap 
masyarakat d�buat dalam bentuk 
ketentuan peraturan perundang-
undangan sebaga� bentuk jam�nan 
kepast�an hukum dar� t�ndakan 
kesewenang–wenangan pejabat 
dalam menjalankan tugasnya yang 
men�mbulkan kerug�an bag� para 
p�hak. Pejabat waj�b member�kan 
tanggung jawab atas kelala�annya.
Berdasarkan pendapat Kranenburg 
dan Vegt�g, teor� pertanggungjawaban 
dapat d�bag� menjad� 2 (dua) persoalan 
pertanggungjawaban pejabat terhadap 
penyalahgunaan wewenang ya�tu: 
a. Teor� fautespersonalles 

mengura�-kan ketentuan bahwa 
pember�an gant� rug� terhadap 
p�hak ket�ga d�bebankan kepada 
pejabat yang karena t�ndakannya 
�tu telah men�mbulkan kerug�an. 
Dalam teor� �n� beban tanggung 
jawab d�tujukan pada manus�a 
selaku pr�bad�.13

b. Teor� fautes de services, memuat 
ketentuan bahwa pember�an gant� 
rug� p�hak ket�ga d�bebankan 
pada �nstans� dar� pejabat yang 
bersangkutan. Penerapannya, 
kerug�an yang t�mbul d�sesua�kan 
dengan kesalahan ba�k kesalahan 
r�ngan atau kesalahan berat 
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11 Satj�pto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi lain dari 
hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm. 
121. 

12 Ph�l�pus M. Hadjon, dkk, 2011, Pengantar 
Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada 
Un�vers�ty Press, Yogyakarta, hlm.10  

13  R�dwan H.R, 2008, Hukum Administrasi 
Negara, Rajawal� Pers, Jakarta, hlm. 365
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ber�mpl�kas� pada tanggung 
jawab yang harus d�tanggung.14

Notar�s dalam menjalankan 
jabatannya pada pelaksanaan RUPS 
produk aktanya men�mbulkan 
kerug�an berdasarkan teor� 
pertanggungjawaban hukum �a dapat 
d�m�nta� pertanggungjawaban atas 
perbuatannya yang menyebabkan 
kerug�an yang d�sebabkan oleh 
jabatannya  atau  secara  pr�bad�.  Apab�la 
Organ Perseroan Terbatas (PT) dalam 
pelaksanaan RUPS menyebabkan 
kerug�an bag� Notar�s dalam hal �n� 
Notar�s dapat mengajukan gugatan 
gant� rug� berdasarkan ketentuan 
Pasal 1365 KUH Perdata  pada �nt�nya 
adanya perbuatan melawan hukum, 
kesalahan para pelaku, kerug�an 
p�hak korban, dan hubungan kausal 
perbuatan dengan kerug�an.

Perl�ndungan hukum bag� notar�s 
dalam pembuatan akta RUPS yang 
d�laksanakan melalu� telekonferens� 
pada hakekatnya sama dengan 
perl�ndungan hukum bag� Notar�s 
yang melakukan kewenangannya 
secara umum. Perl�ndungan hukum 
bag� Notar�s d�tentukan berdasarkan 
Pasal 66 UUJN.

Perl�ndungan hukum bag� 
organ perseroan sehubungan dengan 
pembuatan Akta RUPS yang 
d�laksanakan melalu� telekonferens� 
apab�la kemud�an har� t�mbul sengketa  
dapat mel�put� dua hal, antara la�n :

1. Melalu� gugatan perdata 
yang d�ajukan ke pengad�lan 
sesua� dengan PT tersebut 
berdom�s � l � /berkedudukan 
(d�hubungkan dengan pasal 1365 
KUHPerdata);

2. Melapor atau member� 
pengaduan ke Majel�s Pengawas 
W�layah Notar�s sesua� dengan 
kewenangan Majel�s Pengawas 
W�layah pada Pasal 73 UUJN.

IV. PENUTUP
4.1. Simpulan
1. Pengaturan substans� RUPS 

berdasarkan  ketentuan UU 
Perseroan Terbatas, t�dak 
menjelaskan secara tegas tentang 
d�laksanakannya  RUPS secara 
telekonferens�. Pembuatan akta 
RUPS yang d�laksanakan  melalu� 
telekonferens� oleh Notar�s 
adalah sah sepanjang memenuh� 
persyaratan pelaksanaan RUPS.

2. Penyelenggaraan RUPS terd�r� 
dar� berbaga� p�hak d�antaranya 
mel�put� Organ Perseroan dan 
Notar�s. Perl�ndungan hukum 
bag� Notar�s d�atur berdasarkan 
ketentuan pasal 66 Undang-
Undang No 2 tahun 2014 
tentang Jabatan Notar�s (UUJN). 
Sedangkan Perl�ndungan 
hukum bag� organ perseroan 
sehubungan dengan pembuatan 
Akta RUPS yang d�laksanakan 
melalu� telekonferens� apab�la 
kemud�an har� t�mbul sengketa  
mel�put� dua hal, antara la�n :
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a. Melalu� gugatan perdata 
yang d�ajukan ke pengad�lan 
sesua� dengan d�mana PT �tu 
berdom�s�l�/berkedudukan (pasal 
1365 KUHPerdata);

b. Melapor atau member� 
pengaduan ke majel�s pengawas 
w�layah Notar�s sesua� dengan 
pasal 73 UUJN.

4.2. Saran
1. D�sarankan kepada Pemer�n-

tah untuk membentuk peraturan 
pelaksanaan UUPT terka�t 
dengan pengaturan substans� 
RUPS yang dapat d�laksanakan 
melalu� telekonferens� dalam 
Cyber Notary guna menjam�n 
adanya kepast�an hukum.

2. D�harapkan pemer�ntah 
memformulas�kan keb�jakan 
tentang perl�ndungan hukum 
terhadap Cyber Notary, 
seh�ngga pemanfaatan teknolog� 
�nformas� dalam tugas Notar�s 
sebaga� pejabat umum mem�l�k� 
n�la� kepast�an hukum yang 
keabsahannya dapat d�past�kan.
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